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Strat:egi yang dil.akukan Pernkot Surabaya untuk rnelaksanakan Operasi 
Penertiban Terpadu di bulan Februari 2002 rneliputi penyediaan sarana dan prasamna, 
bantwm dukungan dari berbagai instansi, penarnbahan dana operasionalserta penyusunan 
program-program dan tujuan-tujuan kebijakan. Pelaksanaan operasi penertiban terpadu 
dirnulai 2 Febroari 2002 dan berakhir 28 Februari 2002. Sasama penertiban rneliputi 3 
wilayah Surabaya, yaitu Surabaya Tirnur, UtaIa dan Selatan. Rasil penertiban adalah 
sebanyak 53.058 PKL rnernbongkar sendiri dagangannya dan 103.993 pedagang 
ditertibkan oleh pernkot, dengan kata lain dibongkar dan disita oleh pernkot Surabaya. 
Alasan yang digunakan lDltuk rnenem'bkan PKL adalah PKL rnengganggu keindahan 
kota, penyebab kernacetan, penyebab kekotonm dan kekurnuhan, sedangkan pernkot 
Surabaya tidak ingin citm kotanya kotor sehingga PKL dituding sebagai penyebab 
kekotnm tersebut. Maka PKL perlu ditem'bkan agar wajah kota tidak msak oleh 
keberadaan PKL. PKL sebagai target group kebijakan ini rnenolak penertiban ini, 
penolakan dapat dilihat ketilaJ. pelarangan beIjuaJan atau jam buk.a rnauplDl relokasi 
ternpat ditolak oleh PKL. Penolakan tersebut dikarenakan kepentingan PKL tidak 
tersentuh oleh kebijakan tersebut. Kebijakan m'buat dengan tidak rnelibatkan PKL itu 
sendiri, sehingga kebijakan yang dikeluarkan bersifat elitis dan konsekuensinya PKL 
rnenolak kebijakan tersebut. 
Dalarn penertiban ini, pihak-pihak yang berkepentingan adalah Pernkot Surabaya 
yaitu Dispol PP sebagai pelaksana, Walikota Surabaya yang bam diangkat Barnbang DR, 
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PD Pasar Surya., Oknum atau preman yang mengambil kemtungan dati penertiban Berta 
PKL sebagai. target grqup kebijakan. Bambang DH sebagai walikota Surabaya yang bam 
diangkat berkepentingan menunjukkan legitimasinya dengan mengeluatkan suatu 
kebijakan yang besar. Maka dipilihlah isu PKL yang mengotori kota, kemudian 
menunjuk Dispol PP sebagai. pelaksana penem"ban. Dispol PP yang paham posisi 
walikota barn yang membutuhkan legitimasi kemudian menyusun kebijakan penertiban 
dan meminta dana tambaban sebesar 1,3 miliar untuk dana operasional penertiban. 
Jumlah PKL yang besar membuat ada pihak lam yang mernsa bisa mengambil 
kellIltnngan jika penertiban berhasil dilakukan, yaitn PD Pasar Surya PD Pasar SUIya 
berharap penertiban Uri berhasil merelokasi pedagang ke dalam pasar-pasar yang telah 
disediakan, sehingga OOpat menaikkan PAD dari pasar. Ternyata PKL menolak direlokasi 
ke OOlam pasar dengan alasan sepi dan membayar sews.. sehingga rencana relokasi tidak 
berjalan. Penyebab 1a:in adalah beberapa PKL mernsa ditarik pajak atau retribusi dari 
oknum pemkot atau preman setempat, sehinga merasa keberadaannya disahkan. 
Pihak yang dimtungkan OOlam penertiban adalah Bambang DH sebagai. walikota 
bam yang mendapatkan legitimasi, kemudian Dispol PP yang menOOpatkan tambahan 
dana sebesar 1,3 miliar dan oknum-oknum atau preman-preman tertentu yang menariki 
pajak paOO PKL. Pihak yang dirugikan adalah PKL, karena kebijakan penertJ.oan 
melarang PKL untuk beJjualan. Dan PKL sendiri tidak pnnya kekuatan politis untuk 
menolak pelaksanaan kebijakan tersebut. 
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